KEPALA DESA YOSOWILANGUN

KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DESA YOSOWILANGUN
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YOSOWILANGUN

Menimbang

Mengingat

a.
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TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA YOSOWILANGUN

bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak
sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Tahun Anggaran 2023;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19350
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomorl9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang



03

04

05

06

07

08

09

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
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tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12 );

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2019 Nomor 6,) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 46
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 6);
Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah



Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);

24 Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2022 Nomor 74);

25 Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022
Nomor 575);

26 Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2022 tentang
Standar Biaya Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2022 Nomor 76);

27 Peraturan Desa Yosowilangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Yosowilangun Tahun 2018 Nomor 2);

28 Peraturan Desa Yosowilangun Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-
2028 (Lembaran Desa Yosowilangun Tahun 2022 Nomor 7);

29 Peraturan Desa Yosowilangun Nomor S5 Tahun 2022 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa
Yosowilangun Tahun 2022 Nomor 10);

30 Peraturan Desa Yosowilangun Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yosowilangun Tahun

Anggaran 2023

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN
Dan
KEPALA DESA YOSOWILANGUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN



PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YOSOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa YOSOWILANGUN Tahun Anggaran 2023
bertambah /berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

a. semula Rp 2.978.722.950,00
b. bertambah/(Berkurang) Rp 621.251.250,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 3.599.974.200,00

2 Belanja Desa

a. semula Rp 3.342.575.583,82
b. bertambah/(Berkurang) Rp 621.251.250,00
Jumlah belanja setelah perubahan Rp 3.963.826.833,82
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (363.852.633,82)

3 Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp 403.852.633,82
b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 403.852.633,82

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp 40.000.000,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 40.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - Rp 363.852.633,82
3.2)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah Rp 0,00

perubahan



Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan

Perubahan APBDesa.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

dalam Lembaran Desa YOSOWILANGUN.

Ditetapkan di : Yosowilangun
Pada tanggal : 01 November 2023

KEPALA DESA,
ttd
H. ABDUR ROSYID

Diundangkan di : Yosowilangun
Pada tanggal : 01 November 2023
SEKERTARIS DESA

ttd
ISMONO

LEMBARAN DESA YOSOWILANGUN NOMOR 6 TAHUN 2023



